
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 

JPKM 

e-ISSN : 3046-7756 

 Vol 01. No. 01. Maret 2024  

8 

 

 

Merancang Program Pemberdayaan Masyarakat dalam 
Pengembangan Wisata yang Inklusif dan Partisipatif 

 
Designing a Community Empowerment Program in 
Inclusive and Participatory Tourism Development 

1 4 Siti Zubaidah 
2Hermansyah 

3Yoga Jusri Pratama 
4 STIA Bala Putra Dewa Palembang. Indonesia 

2Center for Decentralization and Participatory Development Research, Universitas Padjadjaran, 
Indonesia 

 
*Corresponding Author: siti19063@mail.unpad.ac.id 

ABSTRACT 
Latar Belakang: Pengembangan Wisata yang Inklusif dan Partisipatif dalam Program Pemberdayaan 
Masyarakat di Plaju. Permasalahan kurangnya keterlibatan masyarakat lokal, pihak swasta serta pihak 
pemerintah, menjadi penyebab ketidakberlanjutannya usaha pariwisata, kerusakan lingkungan atau 
kelelahan wisata. Perlu perencanaan yang matang untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan 
wisata dan pelestarian lingkungan, sehingga tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk 
memberikan pendidikan dan pelatihan terhadap rancangan pengembangan wisata dalam meningkatkan 
kapasitas masyarakat. 

 
Metodelogi: Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan memberikan pendidikan dan 
pelatihan terkait perancangan Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Wisata yang 
Inklusif dan Partisipatif. Alasan pemilihan metode ini adalah untuk memberikan pemahaman pada 
masyarakat lokal, pihak swasta dan pemerintah setempat pentingnya keberlanjutan usaha pariwisata 
guna pelestarian lingkungan. 

 

Hasil: Merancang program pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan wisata yang inklusif 
dan partisipatif sangat penting untuk menjamin pembangunan pariwisata yang berkelanjutan 
dan berkeadilan. Hal ini memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan masyarakat di 
seluruh tahapan program dan menjawab kebutuhan serta aspirasi seluruh anggota masyarakat. 
Dengan memberdayakan masyarakat, kita dapat menciptakan industri pariwisata yang tidak 
hanya memberikan manfaat bagi wisatawan, tetapi juga masyarakat lokal, pihak swasta, dan 
pelestarian lingkungan. 

Kata Kunci : Rancangan, Program Pemberdayaan, Pengembangan Wisata, Inklusif dan partisipatif. 
 
 
 

Pendahuluan 

Design program pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan wisata yang inklusif dan 

partisipatif harus didasarkan pada prinsip-prinsip pembangunan yang inklusif dan 

berkelanjutan, kolaborasi pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat sangat diperlukan 
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[1]. Program ini harus bertujuan untuk mendorong keterlibatan seluruh anggota masyarakat 

dalam pengambilan kebijakan dan menjamin akses yang adil dan merata terhadap potensi 

sosial ekonomi desa [2], [3]. Penting untuk mempertimbangkan dampak pengembangan 

pariwisata terhadap masyarakat sekitar dan memaksimalkan manfaatnya bagi masyarakat 

setempat [4]. Program ini juga harus fokus pada pengembangan kreatif, ketahanan perkotaan, 

dan pelestarian kearifan budaya lokal [1]. Selain itu, keterlibatan generasi muda dan pelestarian 

lingkungan dan budaya sangat penting untuk pembangunan pariwisata berkelanjutan [5]. 

Program tersebut harus dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan 

budaya serta melibatkan anggota masyarakat untuk bekerja sama membangun desanya [6]. 

Desa wisata yang inklusif dan partisipatif adalah konsep pengembangan pariwisata yang 

berbasis pada pemberdayaan masyarakat setempat. Konsep ini bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata, sesuai 

dengan potensi dan sumber daya lokal [7], [8]. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk 

mengidentifikasi kebutuhan program pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan wisata 

yang inklusif dan partisipatif antara lain mengidentifikasi potensi wisata, peran masyarakat, 

pemberdayaan masyarakat, kemitraan, fasilitas umum, pengembangan kawasan wisata, dan 

pengembangan desa wisata [9]. 

Dalam pengembangan desa wisata, penting untuk membangun kemitraan antara 

pemerintah, masyarakat, swasta, dan pemerintah untuk mendukung pengembangan desa 

wisata. Selain itu, pengembangan desa wisata juga memerlukan sumber daya manusia yang 

memiliki kompetensi tinggi, serta sarana dan prasarana wisata yang memadai [10]. 

Konsep pembangunan wisata yang inklusif dan partisipatif bertujuan untuk melibatkan 

masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan dan memastikan manfaat pariwisata 

didistribusikan secara adil kepada seluruh anggota masyarakat. Pendekatan ini mengakui 

pentingnya pengetahuan dan sumber daya lokal dalam mengembangkan pariwisata 

berkelanjutan dan memberdayakan masyarakat untuk mengambil peran aktif dalam mengelola 

industri pariwisata mereka sendiri [11]. 

Langkah pertama dalam merancang program pemberdayaan masyarakat adalah 

mengidentifikasi kebutuhan dan aset masyarakat setempat [5]. Hal ini dapat dilakukan melalui 

pemetaan komunitas, survei, dan konsultasi dengan tokoh dan anggota komunitas [10]. 

Langkah selanjutnya adalah mengembangkan strategi pariwisata yang mempertimbangkan 

kebutuhan, nilai, dan aspirasi masyarakat. Strategi ini harus fokus pada penciptaan peluang 

bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam industri pariwisata, seperti memberikan program 

pelatihan dan peningkatan kapasitas, mempromosikan produk dan layanan lokal, dan 

melibatkan masyarakat dalam kegiatan wisata [12]. 

Untuk menjamin inklusivitas, program pemberdayaan masyarakat juga harus memenuhi 

kebutuhan kelompok marginal, seperti perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Hal ini 

dapat dicapai dengan memberikan akses yang setara terhadap pelatihan dan kesempatan 

kerja, mendorong kesetaraan gender, dan menciptakan fasilitas dan layanan pariwisata yang 

mudah diakses. 

Kepemilikan dan partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam keberhasilan 

program pemberdayaan masyarakat [13]. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan masyarakat 

dalam seluruh tahapan program, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi. Hal 
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ini tidak hanya menjamin efektivitas program, namun juga menumbuhkan rasa kepemilikan dan 

kebanggaan di kalangan masyarakat [14]. 

Aspek penting lainnya dari program pemberdayaan masyarakat adalah keberlanjutan [15]. 

Program tersebut hendaknya tidak hanya berfokus pada manfaat ekonomi jangka pendek, 

namun juga mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap masyarakat dan lingkungan 

[4]. Hal ini dapat dicapai dengan mendorong praktik pariwisata yang bertanggung jawab dan 

berkelanjutan, seperti pengelolaan sampah, konservasi sumber daya alam, dan pelestarian 

budaya [2]. 

 

Metodologi 

2.1 Tahapan Identifikasi 

Identifikasi permasalahan permasalahan yang muncul diantaranya: 

a. Keterlibatan masayarakat yang minim 

b. Ketidaksetaraan akses dan manfaat program pemberdayaan 

c. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan 

d. Tidakpastian ekonomi di sektor pariwisata 

e. Konservasi lingkungan yang tidak seimbang 

f. Ketidakmampuan pengelolaan wisata 

g. Ketidakjelasan regulasi 

h. Kurangnya dukungan infrastruktur 

i. Belum adanya pendekatan inklusif 

Untuk mengatasi permasalahan tersebu, penting untuk melibatkan pemangku 

kepentingan secara aktif dalam perencanaan, mengadopsi pendekatan partisipatif, 

menyelenggarakan pelatihan, dan membangun kemitraan strategis. Program pemberdayaan 

masyarakat yang sukses akan mempertimbangkan aspek-aspek ini untuk memastikan dampak 

positif yang berkelanjutan pada masyarakat dan lingkungan. 

Adapun Proses pelaksanaan kegiatan pendidikan dan latihan Merancang Program 

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Wisata yang Inklusif dan Partisipatif bekerja 

sama dengan Lurah, RW atau RT setempat, Komunitas Pemuda Pecinta Lingkungan, Pihak 

Swasta, Bhabinsa, dan Bhabimkamtibmas untuk mendapat data dengan ketentuan-ketentuan 

yang telah disepakati. Setelah mendapat kepastian tentang data sasaran kegiatan, tim 

sosialisasi melakukan pendekatan secara langsung. 

Adapun ketentuan yang akan menjadi peserta pelatihan ini, yaitu : 

a. Masyarakat. 

b. Kapasitas peserta latihan max 20 orang. 

 
2.2 Metode Kegiatan 

Metode kegiatan yang digunakan dalam pelatihan yaitu : 

1. Teori dalam pelatihan prinsip merancang program pemberdayaan. Kegiatan ini dapat 

berupa pemberian bahan ajar atau materi pelatihan sehingga memudahkan peserta untuk 

memahami proses pembelajaran. 

2. Praktik Mengidentifikasi Kebutuhan Program. 
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3. Kolaborasi yang bisa dilakukan berbagai pihak kepentingan, dalam hal ini komitmen 

melaksanakan masing-masing peran. 

 

Hasil dan Pembahasan 

1. Prinsip Rancangan Program 

Prinsip dan pertimbangan utama berikut ini harus diintegrasikan ke dalam rancangan 

program: 

a. Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan: Program ini harus diarahkan untuk 

mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, yang mengarah pada 

pengurangan kemiskinan, pembagian manfaat, dan partisipasi masyarakat yang 

terpinggirkan. 

b. Kolaborasi Pemangku Kepentingan dan Partisipasi Masyarakat: Tata kelola 

pembangunan yang inklusif memerlukan kolaborasi, dukungan, dan partisipasi 

masyarakat dari para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, tata kelola birokrasi 

harus diubah menjadi tata kelola kolaboratif.  . 

c. Dampak terhadap Masyarakat Sekitar: Pertimbangan yang cermat harus diberikan 

terhadap dampak pengembangan pariwisata terhadap masyarakat sekitar untuk 

memastikan bahwa manfaatnya maksimal bagi masyarakat lokal2 

d. Pembangunan Kreatif dan Ketahanan Perkotaan: Program ini harus fokus pada 

mendorong pengembangan kreatif desa wisata dan bersama-sama menciptakan 

keberlanjutan dan ketahanan perkotaan. 

e. Pelestarian Kearifan Budaya Lokal: Pelestarian kearifan budaya lokal, seperti seni 

kuliner dan kerajinan tradisional, harus menjadi fokus utama program. 

f. Keterlibatan Generasi Muda: Mengoptimalkan keterlibatan generasi muda untuk 

mendukung desa wisata berkelanjutan sangat penting bagi keberhasilan program 

dalam jangka panjang. 

g. Kelestarian Lingkungan dan Budaya: Program harus dilaksanakan dengan tetap 

memperhatikan kelestarian lingkungan dan budaya, memastikan sumber daya alam, 

budaya, dan sosial dioptimalkan dalam pengembangan pariwisata. 

Setelah kegiatan pemberian teori pendidikan dan pelatihan merancang program 

pemberdayaan, langsung berupa praktik yang dilakukan mengidentifikasi kebutuhan dan 

kolaborasi merancang wisata yang inklusif dan partisipatif, serta berkelanjutan, terlihat 

peserta sangat antusias dalam kegiatan ini. 
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Gambar 1. Kegiatan PKM 

2. Praktik Mengidentifikasi Kebutuhan Program 

Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan wisata yang inklusif dan partisipatif 
adalah aspek penting untuk membangun desa wisata yang berbasis pemberdayaan 
masyarakat. Dengan mengidentifikasi kebutuhan program pemberdayaan masyarakat dalam 
pengembangan wisata, pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama untuk membangun 
desa wisata yang inklusif, partisipatif, dan berbasis pemberdayaan masyarakat. 

 

Gambar 2. Kegiatan PKM Proses Identifikasi Kebutuhan 
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.Pengembangan desa wisata: Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan desa 
wisata, seperti pengembangan usaha produktif, pengembangan fasilitas umum, dan 
pengembangan kawasan wisata 

Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan 
program pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan wisata: 

 
Potensi wisata: Identifikasi potensi wisata yang dimiliki oleh masyarakat, seperti daya 
tarik alam, budaya, kuliner, dan lainnya. 

 

 
Peran masyarakat: Mengidentifikasi peran masyarakat dalam pengembangan 
desa wisata, seperti menjadi pemilik dan pengelola usaha, serta membantu 
dalam pengembangan fasilitas umum. 

 

 
Pemberdayaan masyarakat: Mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan 
masyarakat, seperti pelatihan, pendidikan, dan pengembangan usaha 
produktif. 

 

 
Kemitraan: Membangun kemitraan antara pemerintah, masyarakat, 
swasta, dan pemerintah untuk mendukung pengembangan desa wisata. 

 
 

 
Fasilitas umum: Mengidentifikasi kebutuhan fasilitas umum, seperti jalan, 
pengangkutan, dan layanan publik. 

 

 
Pengembangan kawasan wisata: Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan 
kawasan wisata, seperti pembuatan infrastruktur, pengelolaan, dan 
pengembangan SDM. 

 

Gambar 3. Survey Wisata Kelurahan Talang Buruk 

. 

 
Kesimpulan 

Rancangan program pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan wisata yang inklusif 

dan partisipatif harus didasarkan pada prinsip-prinsip pembangunan yang inklusif dan 

berkelanjutan, kolaborasi pemangku kepentingan, partisipasi masyarakat, dan fokus pada 

pembangunan kreatif, ketahanan perkotaan, dan pelestarian kearifan budaya lokal. Selain itu, 
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program ini harus memprioritaskan keterlibatan generasi muda dan pelestarian lingkungan dan 

budaya untuk memastikan keberhasilan jangka panjang desa wisata berkelanjutan. 

Pariwisata telah menjadi salah satu pendorong utama pembangunan ekonomi di banyak 

negara. Hal ini memberikan peluang bagi masyarakat lokal untuk menghasilkan pendapatan, 

meningkatkan lapangan kerja, dan meningkatkan standar hidup mereka. Namun perkembangan 

pariwisata seringkali membawa dampak negatif, seperti tergusurnya komunitas lokal, 

komodifikasi budaya, dan degradasi lingkungan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, 

diperlukan program pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan wisata yang inklusif dan 

partisipatif . 
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